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PUTUSAN
Nomor: 1342/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat
cerai antara:

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Dukuh Krandegan RT.02 RW.02 Desa
Krandegan, = Kecamatan Paninggaran, Kabupaten
Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;----------
Melawan
XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat
kediaman semula di Dukuh Krandegan RT.02 RW.02 Desa
Krandegan, = Kecamatan Paninggaran, Kabupaten
Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya

diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat

bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

21 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen

Nomor: 1342/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 01 Mei 1992 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Paninggaran,
Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
22/02/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010;
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2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah
orang tua Pemohon di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran selama + 10
tahun , telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak

bernama : XXXX, umur 17 tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan keluarga

Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan
rukun, namun sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah

ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang

diberikan Pemohon;
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon pada bulan Pebruari 2002, lalu Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi,
sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang

selama 8 tahun;

5. Bahwa selama berpisah 8 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk

rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama

Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-------
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar
menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
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- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas
panggilan Nomor: 1342/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 23 Desember 2010 dan
tanggal 24 Januari 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu

halangan yang sah;
Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi
tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan
surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-------
Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Bukti Surat:
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 26067000518 tanggal 01
Desember 2002 atas nama XXXX, yang dikeluarkan Camat Paningaran,

Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 22/02/X11/2010 tanggal 20
Desember 2010, kemudian diberi tanda (P2);

3. Surat Keterangan Mirudo Nomor : 045.2/170/03/XI1/2010 tanggal 21

Desember 2010 yang dikeluarkan Kepala Desan Krandegan, Kecamatan

Paningggaran, Kabupaten Pekalongan, selnjutnya diberi tanda (P3);--------

B. Saksi-Saksi:
1. XXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai

tetangga dekat;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri

yang menikah pada tahun 1992 yang lalu dan sampai sekarang belum

pernah bercerai;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
rumah orang tua Pemohon selama dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-
- Bahwa pada tahun 2002 Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat
kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah selama 8 tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon

tidak pernah ada komunikasi;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai

tetangga dekat;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri

yang menikah pada tahun 1992 yang lalu dan sampai sekarang belum

pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
rumah orang tua Pemohon selama dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-
- Bahwa pada bulan Pebruari 2002 Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat
kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah selama 8§ tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon

tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu

apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompentensi
Absolut dan Kompentensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu
menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-------

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon
yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa
Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum

bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak

yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun
tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1342/
Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 23 Desember 2010 dan tanggal 24 Januari 2011,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai
Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan
pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang

berbunyi sebagai berikut:
ald=Nelllsggamu
,ol_é L).Lo.l.uko.” © lS.zQa,oiLzu\ll EXPIPY-N

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di

persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang

yang dholim dan gugurlah haknya.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah

membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak melalui pengadilan ini
agar dapat menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2002 antara
Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
disebabkan Termohon kalau dikasih nafkah Pemohon selalu kurang akhirnya
pada bulan Pebruari 2001 Termohon pergi tanpa pamit Pemohon, sampai
sekarang tidak dikatahui tempat tingalnya diseluruh wilayah RI, sehingga sejak
saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman
bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 8 tahun lamanya;----------------

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon
untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, yang mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (XXXX dan XXXX) telah
memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang
pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga
telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi

tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah
memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan
dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak
bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah
menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama

10 tahun serta belum pernah bercerai;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa

alasan yang sah selama § tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah

ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
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- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk

bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis
berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Pemohon dan
Termohon) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan
keadaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang
diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan
dengan maksud dari Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud/tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b),
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan telah terbukti, maka dapat diterima

dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;------------------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

hadir di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar
menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj.
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ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
HAKIM ANGGOTA KETUA MAIJELIS
Drs. NURSIDIK Drs. NASIRUDIN, M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp.  5.000,-
3. BAPP : Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
5. Materai : Rp.  6.000,-
Jumlah : Rp. 311.000,-
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



